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ABSTRAK

Salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (money politic) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum dan politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimana modus operandi politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis; Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam peraturan perundang – undangan pemilu; dan Bagaimana Kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan money politik dalam pemilu kepala daerah;
Metode yang digunakan dalam ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu  Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, dimana dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan;

Modus operandi/bentuk politik uang diantaranya  meliputi:Pembagian uang kepada pemilih; Pembagian kain sarung/semen/gula dan kopi/jilbab/peci; Menjanjikan uang kepada pemilih; Membagikan uang kepada tim pasangan calon; Pemberian uang dengan cara mengumpulkan orang dalam satu tempat/rumah; Pembagian sembako berupa beras; Pembagian kacamatan dan  Melakukan pengobatan gratis; Pertanggung jawaban pidana kejahatan money politik yaitu sebagaimana Pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan money politik dalam pemilu kepala daerah yaitu, dengan upaya penal dimana lebih bersifat refresif yaitu dengan memberikan sanksi sebagai mana dalam Pasal Pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55, Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain hal tersebut tentunya bukan hanya sebatas saran penal sebagaimana 
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pemilihan Kepala Daerah,  Money Politik
ABSTRACT
One of the challenges in the election is the rampant practice of money politics that has taken place at almost all levels of elections and money politics is one of the factors causing high-cost democracy. In this thesis that identifies the problem are: What is the modus operandi of money politics in the implementation of democratic regional head elections; How is criminal liability in election legislation; and What is the criminal law policy that can be applied to money politics crimes in regional head elections;
The method used in this is normative juridical approach, namely legal research done by researching library materials or secondary data as the base material to be tested by conducting a search for rules and literature relating to the cases studied. Meanwhile This research is descriptive-analytic study, which is intended to provide the data as thoroughly as possible about the people, circumstances or certain symptoms. Research carried out through two phases, namely the study of literature and field research. The research literature is the primary research stage, while the field study is merely a supporter of the literature date.
The modus operandi / form of money politics includes: Distribution of money to voters; Distribution of sarong / cement / sugar and coffee / veil / cap; Promising money to voters; Share money with a team of candidate pairs; Giving money by collecting people in one place / house; Distribution of basic foods in the form of rice; Distribution of activities and Free treatment; The criminal responsibility for money politics is as Article 187 A paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 10 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 1 Year 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning The Election of Governors, Regents, and Mayors Becomes Law, which is punishable by imprisonment of at least 36 (thirty six) months and a maximum of 72 (seventy two) months and a fine of at least Rp 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) ) and a maximum of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Criminal law policy that can be applied to money politics crimes in regional head elections is, by reasoning where more refresive is by giving sanctions as in Article Article 187 A paragraph (1) and paragraph (2) Law Number 10 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents, and Mayors to become Acts in conjunction with Article 55, Article 149 of the Criminal Code. In addition to this, of course, it is not only limited to the reasoning advice.
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